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  KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Hidayah- 

Nya semata, akhirnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2023 dapat diselesaikan dengan baik. 

 
Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(LPPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini 

merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala 

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat dalam 

rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah 

serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan 

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, 

yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran 

pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD 

menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah.  

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini merupakan salah satu wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat sebagai 

pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan untuk mengetahui 

sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. 

Untuk lebih mempertajam dan mengetahui keberhasilan pembangunan daerah, 

maka dipandang perlu untuk melengkapi LPPD dengan Data Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). 



Disadari secara substansi, redaksional maupun outline dalam laporan ini masih 

ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, 

kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini 

sebagaimana mestinya. 

L i w a, 13   Januari 2025  
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA 
MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT, 

MAZDAN S.Sos., M,M  
Pembina  
NIP. '19800407 200902 1 002
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Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa 

Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan 

memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 

masyarakat, dan pada pasal 27 ayat 5 yang mengatur bahawa pelaksanaan 

ketentuan laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut akan diatur 

dalam peraturan pemerintah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, dan Peraturan pemerintah inilah 

yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam rangka penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana 

tertera dalam keterangan dibawah ini yang telah disesuaikan dengan 

sistematika pelaporan yang telah ditetapkan. 

Laporan ini disamping mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM merupakan ukuran kinerja 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang telah dilaksanakan pada 

Tahun 2023 dan sebagai bahan evaluasi program untuk melihat kelebihan 

dan kekurangan dari seluruh program/kegiatan dari masing-masing bidang 

yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten 

Lampung Barat setiap tahunnya. 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 
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Dengan menyusun LPPD, BKPSDM dapat mengidentifikasi area yang 

memerlukan perbaikan dan peningkatan dalam layanan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia. Hal ini membantu dalam merancang 

strategi untuk meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. 

Dalam jangka panjang, LPPD tidak hanya berfungsi sebagai alat 

evaluasi dan transparansi, tetapi juga sebagai panduan dalam merancang 

kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk pengembangan sumber daya 

manusia di masa mendatang. Dengan demikian, melalui penyusunan LPPD, 

BKPSDM berupaya mewujudkan visi dan misinya dalam menciptakan 

aparatur yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing. 

Selain itu, penyusunan LPPD juga merupakan bagian dari kewajiban 

administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kepatuhan 

terhadap regulasi ini mencerminkan komitmen BKPSDM untuk menjaga 

standar integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek penyelenggaraan 

pemerintahan.
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Suatu organisasi  harus mempunyai Tugas dan Fungsi agar roda 

organisasi dapat berjalan dengan baik. oleh karena itu agar program dan 

kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat 

mempunyai tugas pokok yaitu “Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia Yang Menjadi Kewenangan Daerah”. 

Dalam  rangka  menjalankan roda organisasi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia yang menjadi kewenangan daerah 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat 

sebagai sebuah organisasi yang cukup berkompenten untuk menciptakan 

sumberdaya manusia yang profesional, sehingga perlu mempunyai kinerja 

yang baik dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga peningkatan 

kapasitas dan pengembangan aparatur terpola dengan baik sesuai dengan 

kebutuhan. 

Dalam menjalankan organisasinya Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok dan 

fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung 

Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

Kabupaten Lampung Barat, dimana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Lampung Barat mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

BAB II 
ISI 

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN. 



Halaman 4 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 
Kabupaten Lampung Barat  TA. 2024 

 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang menjadi 

kewenangan daerah”. 

Dalam   rangka menjalankan roda organisasi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat mempunyai 

fungsi : 

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumberdaya Manusia; 

2. Pelaksanaan tugas dukngan teknis di bidang Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumberdaya Manusia; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia; 

4. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Badan 

mempunyai rincian tugas : 

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

badan yang menjadi tugas dan kewenangannya; 

2. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber 

daya manusia; 

3. Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia; 

4. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman petunjuk teknis mengenai 

sistem manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 
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5. Merumuskan petunjuk pembinaan dan pengembangan badan kepegawaian 

dan pengembangan sumber daya manusia; 

6. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk 

baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas 

masing-masing; 

7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 

tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; 

8. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan berdasarkan 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk 

dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 

Sipil; dan 

9. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Sekretaris 

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan 

kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi 

pada seluruh unit organisasi di lingkungan badan serta melakukan 

perencanaan dan penyusunan program, evaluasi serta pelaporan. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Badan 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja 

di lingkungan badan; 

2. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, 

perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan; 

3. Pelayanan administrasi; dan 

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup sekretariat 

dan lingkup badan; 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud  Sekretaris Badan 

mempunyai rincian tugas : 

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan 
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sekretariat badan yang menjadi tugas dan kewenangannya; 

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain 

yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan; 

3. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan 

penyusunan program kerja; 

4. Merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun 

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan 

serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan; 

5. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan 

bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan; 

6. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan 

kesekretariatan dan administrasi umum; 

7. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga 

(perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan; 

8. Menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja; 

9. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana 

APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan 

surat administrasi lainnya; 

10. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk 

secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas 

masing-masing; 

11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 

pimpinan; 

12. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Sekretariat Badan 

berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah 

dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan 
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13. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 
Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas 

melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan 

sebagian tugas badan di bidang pengembangan sumber daya manusia. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan 

Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber 

daya manusia; 

2. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan 

sumber daya manusia; 

3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pengembangan sumber 

daya manusia; dan 

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengembangan sumber daya manusia. 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai rincian tugas : 

1. Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang yang 

menjadi tugas dan kewenangannya; 

2. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan 

mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya 

manusia; 

3. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan bidang pengembangan sumber daya manusia; 

4. Mengelola administrasi peningkatan kapabilitas Pegawai; 

5. Merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan, sertifikasi dan teknis 

fungsional; 
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6. Memfasilitasi pelaksanaan diklat penjenjangan, sertifikasi dan teknis 

fungsional; 

7. Melaksanakan pengembangan dalam jabatan fungsional; 

8. Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi pegawai; 

9. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai; 

10. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang pengembangan 

sumber daya manusia serta merumuskan langkah-langkah kebijakan 

pemecahannya; 

11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 

pimpinan; 

12. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk 

dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil; dan 

13. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai mempunyai 

tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta 

menyelenggarakan sebagian tugas badan dibidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi Pegawai. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang 

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai menyelenggarakan 

fungsi : 

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi Pegawai; 
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b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi Pegawai; 

c. pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi Pegawai; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai. 

 

Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja 

Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan 

bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan 

teknis di bidang mutasi, promosi dan penilaian kinerja pegawai. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat, Bidang 

Mutasi, Promosi Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang mutasi, promosi  

pegawai dan penilaian Kinerja Pegawai; 

b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang mutasi,promosi 

pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai; 

c. penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang mutasi, 

promosi pegawai dan penilaian kinerja Pegawai ; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

mutasi, promosi pegawai dan penilaian kinerja Pegawai.
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Dalam pencapaian kinerja yang sesuai dengan standar akuntabilitas 

harus mempunyai suatu ukuran sebagai sebuah outcome sebagai hasil 

sebuah kinerja sehingga terdapat suatu manfaat sehingga perlunya 

pengukuran kinerja itu sendiri dengan indikator indikator yang telah 

tersusun sesuai rencana yang diharapkan. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat 

dalam upaya menerapkan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lampung Barat memiliki tujuan disetiap program kegiatannya agar sasaran 

dapat tercapai, adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 

Maka sesuai dengan DPA-SKPD Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2024 mempunyai 2 Program urusan 

wajib yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 

Adapun Prograam/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh badan 

kepegawaian dan pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat pada 

Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut : 

B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 
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Tabel 1 Pagu Anggaran  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 
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Data : Sub Bagian Perencanaan Desember 2024 

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana yang 

dicita-citakan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya peran aktif dari seluruh 

satuan kerja dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Kabupaten Lampung Barat ikut aktif selaku motivator 
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dan fasilitator masyarakat yang berperan sebagai pelaku pembangunan itu 

sendiri. Dalam kondisi dan lingkungan stratejik yang senantiasa berubah 

dengan cepat menyebabkan perencanaan yang sudah dirancang secara rinci 

pun memberi pengaruh kepada stratejik manajemen. Hal ini menyebabkan 

bahwa para pengambil keputusan penata program dan para perancang 

sistem harus dengan cepat menyesuaikan dengan kondisi yang ada melalui 

pengenalan dan upaya merespon berbagai perubahan yang berkembang 

pada lingkungan stratejiknya. Stratejik yang dirumuskan, akan banyak terkait 

dengan perkembangan organisasi, dengan demikian Rencana Kerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung 

Barat akan senantiasa berorientasi kepada visi dan misi Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat . 

 
 

 
Grafik.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran  

 

 

 

 

 

 

 

Data : Sub Bagian Perencanaan Desember 2024 

Berdasarkan grafik diatas Badan Kepegawaian   dan Pengembangan 

SDM Tahun Anggaran 2024 mempunyai 2 Program urusan wajib yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Sesuai dengan   

DPA-SKPD. Untuk mengukur sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dengan Anggaran sebesar Rp. 

4.555.464.843,00- dan pencapaian realisasi keuangan dari seluruh kegiatan 

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran 2024 
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4.030.238.348,00,- atau 88.47%, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain 

Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil 

kinerja, evaluasi kinerja juga menggunakan metode kuantitatif berdasarkan 

data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran. 

Adapun Prograam/Kegiatan /Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh badan 

kepegawaian dan pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat pada 

Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 Realisasi Anggaran 
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Data : Sub Bagian Perencanaan Desember 2024 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber Daya Aparatur yang merupakan unsur yang sangat penting 

dalam pelaksanaan pembangunan untuk kemajuan suatu daerah, 

Provinsi, Kabupaten/Kota maupun unit organisasi. 

Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di lingkungan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat 

didukung oleh Sumberdaya Aparatur sebagaimana tersebut pada tabel 

dibawah ini : 

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dari 28 orang PNS dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

 

NO TINGKAT PENDIDIKAN Jumlah 

1 Sarjana Strata 2 5 Orang 

2 Sarjana 19 Orang 

3 Sarjana Muda (D3) 3 Orang 

4 SMA 1 Orang 

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2024 
 
 

D. Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah 
Pejabat Struktural dan Fungsional 
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2. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, dari 28 Orang PNS tersebut 

dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini : 

Tabel 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan 

 

NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH 

1 Pembina Utama Muda IV/c Orang 

2 Pembina Tingkat I IV/b 1 Orang 

3 Pembina IV/a 2 Orang 

4 Penata Tingkat I III/d 4 Orang 

5 Penata III/c 4 Orang 

6 Penata Muda Tingkat I III/b 9 Orang 

7 Penata Muda III/a 5 Orang 

8 Pengatur II/d 2 Orang 

9 Pengatur II/c 1 Orang 

10 Pengatur Muda Tk. I II/b - 

11 Pengatur Muda II/a - 

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2024 

 
3. Berdasarkan rumpun jabatan, dari 28 Orang PNS tersebut dapat 

dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini : 

Tabel 
Jumlah Pegawai berdasarkan Rumpun Jabatan 

 

No Rumpun Jabatan Jumlah 

1 Struktural 7 

2 Fungsional 2 

3 Fungsional Umum 19 

Jumlah 28 

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2024 

 

4. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan yang pernah diikuti, maka 

dari Jumlah Pejabat Struktural sesuai eselon terdapat beberapa yang 

belum mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai terlihat dalam Tabel 

dibawah ini : 
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Tabel PNS 
Berdasarkan Diklat Penjenjangan 

 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1. SPAMEN / PIM II 1 100% 

2. SPAMA/PIM III 2 75% 

3. ADUM/PIM IV 1 50% 

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2024 

 

E. Permasalahan dan Solusi.  

 
1. Permasalahan. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) menghadapi beberapa permasalahan dalam mencapai target 

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang sangat baik. Berikut adalah 

beberapa permasalahan utama: 

a. Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan Kabupaten/Kota 

melalui APBD, khususnya bagi program pembangunan kesehatan. 

b. Tidak tersedianya   Gedung dan Asrama   sebagai 

sarana untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. 

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Pelayanan administrasi 

kepegawaian secara digital belum maksimal dan belum terintegrasi 

dengan sistem informasi pusat, provinsi, atau lembaga lainnya. Hal 

ini mempengaruhi efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data 

ASN. 

d. Kualitas Database Pegawai: Database pegawai masih belum 

memenuhi standar yang baik sebagai dasar analisis penataan ASN 

sesuai formasi dan kebutuhan, serta pengembangan kompetensi 

ASN. 

e. Penataan ASN: Penempatan ASN yang tidak sesuai dengan tugas 

dan fungsi jabatan yang diduduki, sehingga kompetensi ASN tidak 

teroptimalkan. 
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f. Pengembangan Kompetensi: Pengembangan kompetensi ASN yang 

kurang tepat sasaran dan belum optimal dalam peningkatan 

profesionalisme kompetensi pegawai. 

g. Penilaian Kinerja: Penilaian kinerja pegawai ASN yang belum 

sepenuhnya diterapkan dan belum semua pegawai ASN mengikuti 

asesmen dalam rangka penilaian kompetensi. 

h. Ketersediaan Data Kebutuhan Pengembangan: Data kebutuhan 

pengembangan diklat yang belum tersedia secara optimal, 

sehingga alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap 

tahunnya terbatas. 

i. Rasio ASN dan Beban Kerja: Jumlah ASN baru tidak seimbang 

dengan jumlah pegawai yang purna/pensiun, yang mempengaruhi 

keseimbangan beban kerja. 

 

2. Solusi 

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM dalam 

mencapai target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang sangat baik, 

berikut adalah beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan: 

a. Pemanfaatan Teknologi Informasi: 

1) mplementasi sistem informasi kepegawaian terintegrasi yang 

dapat diakses oleh pusat, provinsi, dan lembaga terkait lainnya. 

2) Pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile yang 

memudahkan administrasi kepegawaian secara digital. 

3) Pelatihan pegawai dalam penggunaan teknologi informasi 

untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data 

ASN. 

b. Peningkatan Kualitas Database Pegawai: 

1) Penyusunan standar kualitas database yang jelas dan terukur. 

2) Pengumpulan dan pemutakhiran data pegawai secara berkala. 

3) Penerapan sistem manajemen data yang andal untuk 

memastikan integritas dan akurasi data pegawai. 
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c. Penataan ASN: 

1) Penempatan ASN berdasarkan kompetensi dan kebutuhan 

tugas serta fungsi jabatan. 

2) Pengembangan sistem rotasi dan promosi yang transparan dan 

berbasis merit. 

3) Evaluasi rutin terhadap penempatan ASN untuk memastikan 

kecocokan antara tugas dan kompetensi. 

d. Pengembangan Kompetensi: 

1) Identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

kompetensi berdasarkan analisis tugas dan fungsi jabatan. 

2) Penyusunan program pelatihan yang relevan dan tepat sasaran. 

3) Monitoring dan evaluasi efektivitas program pelatihan secara 

berkala. 

e. Penilaian Kinerja: 

1) Implementasi sistem penilaian kinerja yang komprehensif dan 

objektif. 

2) Penggunaan alat penilaian kinerja berbasis kompetensi dan 

hasil kerja. 

3) Pelatihan kepada atasan dan pegawai tentang cara melakukan 

penilaian kinerja yang efektif. 

f. Ketersediaan Data Kebutuhan Pengembangan: 

1) Penyusunan database kebutuhan pengembangan kompetensi 

yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian. 

2) Penggunaan alat bantu analisis kebutuhan diklat untuk 

menyusun rencana pengembangan kompetensi. 

3) Alokasi anggaran yang memadai untuk program 

pengembangan kompetensi setiap tahunnya. 

g. Rasio ASN dan Beban Kerja: 

1) Perencanaan rekrutmen ASN yang mempertimbangkan jumlah 

pegawai yang akan purna/pensiun. 
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2) Analisis beban kerja secara berkala untuk menyesuaikan 

kebutuhan tenaga kerja. 

3) Penyusunan kebijakan pengelolaan beban kerja yang adil dan 

merata. 

h. Melaksanakan pemetaan masalah yang didukung oleh kelengkapan 

data dan informasi yang berkualitas, dan melakukan perencanaan 

yang baik agar dapat menjawab kebutuhan serta menyelesaikan 

permasalahan dan berbasis bukti (evidence based). 

i. Melakukan kerjasama dengan Bandiklatda Propinsi Lampung dan 

Lembaga terkait untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. 
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NIHIL 

BAB III 
Tugas Pembantuan Tahun 2023 
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Pada Tahun 2024 melalui BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, meliki kerja sama dengan beberapa instansi. Adapun 

daftar pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan BKPSDM Kabupaten 

Lampung Barat, yiatu sebagai berikut : 

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 

a. Dasar Hukum dan Bidang Kerja Sama 

Perjanjian Kerjasama antara BKPSDM Kabupaten Lampung Barat 

dengan BPSDM Prov Lampung dilandasi dasar hukum yaitu : 

Nomor : 100.3.7.1/136/IV.04/2024 

Nomor : 100.3.7.1/1044/VI.05/2024 

Bidang kerjasama yang dilaksanakan yaitu tentang Pelaksanaan 

Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur guna 

meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan pada masyarakat 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

b. Nama Kegiatan 

Nama kegiatan yang dilaksanakan yaitu, Pengembangan 

Kompetensi ASN, Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat 

dan Sertifikasi ASN Tahun Anggaaran 2024. 

c. Jangka Waktu Kerjasama 

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak Nota 

Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas 

persetujuan PARA PIHAK sesuai dengan masa waktu akreditas 

BPSDM Daerah Provinsi Lampung. 

d. Lampiran Fotocopy Dokumen Kerja Sama 

(Terlampir) 

BAB IV 
Kesepahaman Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja 

Sama (PKS) pada Tahun 2024 

A. Mitra Yang Diajak Kerjasama 
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2. BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

a. Dasar Hukum dan Bidang Kerja Sama 

Perjanjian Kerjasama antara BKPSDM Kabupaten Lampung Barat 

dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dilandasi dasar 

hukum yaitu : 

Nomor : MOU / 4 / 032022 

Nomor : 810 / 239 / IV.04 / 2022 

Bidang Kerjasama yang dilakukan dengan pihak bpjs 

ketenagakerjaan yaitu, mengoptimalkan pelaksanaan 

perlindungan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Lampung 

Barat. 

b. Nama Kegiatan 

Nama kegiatan yang dilaksanakan yiatu, Pengadaan Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian ASN melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK. 

c. Jangka Waktu Kerjasama 

Perjanjian kersama ini berlaku 5 tahun sejak ditandatangani oleh 

PARA PIHAK dan diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK 

d. Lampiran Fotocopy Dokumen Kerja Sama 

(Terlampir) 
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NIHIL 

BAB V 
Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Tahun 2024 
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Keberhasilan pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana 

yang dicita-citakan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya peran aktif dari 

seluruh satuan kerja dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat ikut aktif selaku motivator 

dan fasilitator masyarakat yang berperan sebagai pelaku pembangunan itu 

sendiri. Dalam kondisi dan lingkungan stratejik yang senantiasa berubah 

dengan cepat menyebabkan perencanaan yang sudah dirancang secara rinci 

pun memberi pengaruh kepada stratejik manajemen. 

Hal ini menyebabkan bahwa para pengambil keputusan penata program 

dan para perancang sistem harus dengan cepat menyesuaikan dengan 

kondisi yang ada melalui pengenalan dan upaya merespon berbagai 

perubahan yang berkembang pada lingkungan stratejiknya. Stratejik yang 

dirumuskan, akan banyak terkait dengan perkembangan organisasi, dengan 

demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat akan senantiasa 

berorientasi kepada visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat . 

Dinamika masyarakat yang terjadi akan membawa akibat pada 

perubahan paradigma pembangunan yang berdampak pada perubahan 

mendasar terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Disamping hal 

tersebut, realita yang ada menunjukan bahwa kegiatan Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang telah dilaksanakan masih 

perlu ditingkatkan, mengingat masih banyak yang perlu dibenahi terutama 

program kerja yang mengacu kepada RENSTRA. 

BAB VI 
Penutup 
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Didalam pelaksanaan program Kerja dan kegiatan ini kami menyadari 

masih banyak kekurangan yang perlu perbaikan baik penyusunan maupun 

data pendukung lainnya, karenanya kritik dan saran yang bersifat 

membangun sangat kami harapkan demi kebaikan dari program dan 

kegiatan ini dimasa yang mendatang. 
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